 (
1
)

DOKUMEN 
VISI & MISI
RENCANA PROGRAM JANGKA MENEGAH DESA
2019-2025

[image: ]


DISUSUN OLEH :
BUDI HARYO. SP.


KATA PENGANTAR

Bismilla Hirrahma Nirrahim
Assalamualaikum’ warahmatullah’ hiwabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang. Shalawat serta salam senatiasa terlimpahkan ke pangkuan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

Kami bersyukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan taufik-Nya, sehingga kami dapat meyelesaikan penyusunan VISI MISI ini, untuk dijadikan referensi/tolak ukur dalam menggagas dan merencanakan program untuk kepentingan masyarakat Desa Talonang Baru priode 2019-2025.
Penyusunan VISI MISI ini selain bertujuan untuk melengkapi persyaratan secara administrasi sebuah proses, juga sebagai dokumen informasi bagi masyarakat yang menginginkan perubahan yang signifikan bagi desanya. 
Saya juga berterimaksih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan, pendapat serta saran yang konstruktif kepada kami, sehingga apa yang kami gagas di dalam dokumen ini, sangatlah cukup, dan kami berkeyakinan bahwa semuanya dapat diterima secara logis baik oleh pribadi kami sendiri maupun oleh masyarakat yang melakukan representase terhadapnya.

Billahitaufik walhidyah,
Wassalamualaikum’ warahmatullah’hiwabaraktuh





PENDAHULUAN

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU Desa tersebut. 
Kemudian  pada Tahun 2019 ini, sebagai implementasi dan turunan konstruksi hukum UU Desa tersebut, Kementrian Desa melalui Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang menitik beratkan kepada Desa agar memperbesar anggaran untuk bidang Penyelenggraan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat desa.  
Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa, karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. 
Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Visi dan Misi

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik dan terarah,  perlu dicapai dengan rencana strategis desa yang termuat di dalam dokumen Visi dan Misi sebagai tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali  berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

a. Visi Desa
Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki oleh Desa Talonang Baru saat ini, tentunya perlu mempertimbangkan kesinambungan dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan desa, maka Visi Pembangunan Desa Talonang Baru Tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA TALONANG BARU YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN RILIGIUS DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN SERTA BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT

Pengertian bersih mengandung makna yang cukup mendalam, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, khusunya aparatur desa dituntut untuk bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta terbebas dari praktek penyalahgunaan wewenang. Sipat bersih itu harus melekat dan mejadi sesuatu yang harus dibudayakan oleh semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Pembinaan serta Pemberdayaan masyarakat di Desa Talonang Baru pada umumnya.
Sedangkan Transparan  merupakan wujud dari tindakan bersih yang wajib dijiwai oleh aparatur desa itu sendiri, agar terciptalah pemerintahan yang amanah serta berpihak mutlak kepada kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya cita- cita mewujudkan Desa Talonang Baru menjadi Desa yang maju, mandiri dan sejahtera dalam setiap aspek kehidupan dapat terwujud dengan baik, apalagi sistim tata kelola pemerintahan-nya dilaksanakan dengan keterbukaan serta mau melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat di desa, tanpak harus menilai latar belakang baik secara individu maupun golongan/ras/etnis dan lain sebagainya.
Mengingat bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

b. Misi Desa
Untuk mencapai dan menjalankan Visi tersebut di atas, perlu dilakukan singkronisasi secara factual dilapangan, sehingga teori dan praktek tidak bertolak belakang pada saat nantinya, yang Insha Allah apabila saya dipercayakan dan diberi amanah menjadi pelayan masyarakat Desa Talonang Baru  untuk Periode 2019-2025, karena berdasarkan slogan/moto kepemimpinan dan pelayanan kami, BEKERJA KERAS MILIK BERSAMA karena pada hakekatnya seorang pemimpin itu adalah, pelayan yang tentunya berkewajiban melayani masyarakat,,,,,melayani masyarakat,,,,,dan melayani masyarakat, bukan untuk di layani.
 
Kemudian rasa bersyukur yang tak terhingga saya panjatkan atas hidayah dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena kurang dari 30 hari Saya berhasil melakukan kajian dan mengumpulkan aspirasi serta keluhan dari sebhagian besar masyarakat Desa Talonang Baru dan berbagai kalangan, yang saya anggap telah cukup dapat mewakili masyarakat desa seluruhnya, yang mengamanatkan dan menitipkan pesan kepada saya, agar kedepannya Desa Talonang Baru bisa dikelola dan dibawa ke arah yang lebih baik yang cendrung mengedepankan hajat hidup orang banyak, kebutuhan mendasar masyarakat banyak dan harus mengedepankan program yang dapat dirasakan langsung manfaaat secara terus menerus oleh seluruh masyarakat hingga ke generasi selanjutnya, (bukan melayani hajat secara individu, bukan melayani hajat kelompok/golongan tertentu dan bukan mengedepankan kepentingan keluarga diatas kepentingan orang banyak). 
Pada akhirnya saya berkesimpulan, menyusun dan menetapkan Misi pelayanan saya, yang merupakan instrumen terpenting untuk mejalankan Visi Desa apabila diberikan keprcayaan dan amanah. 

Untuk mencapai rencana Visi tersebut diatas, kami jabarkan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ikhlas, jujur dan handal dalam melayani.
3. Pembangunan sarana dan prasarana Desa yang menjadi kebutuhan dasar baik dalam pelayanan public maupun yang dapat dirasakan dan dinikmati langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat di desa.
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
6. Merwujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya  saing berbasis potensi lokal.
7. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Menjadikan Desa wisata yang Berbasis Masyarakat.
9. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sandang-papan dan pangan.

c. Renacana Strategi dan Arah Kebijakan Desa
1. Strategi Pencapaian
Berdasarkan gambaran kondisi umum  potensi keberhasilan dan hambatan yang ada di Desa Talonang Baru setelah memperhatikan visi di atas, maka diperlukan strategi pencapaian, diantaranya sebagai berikut :

Misi 1: 	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan peran pendidikan formal mapun non formal
2. Peningkatan keberdayaan lembaga sosial keagamaan
3. Peningkatan kualitas imtak dikalangan aparatur desa maupun masyarakat 
Misi 2: 	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ikhlas, jujur dan handal dalam melayani.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur desa;
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan desa yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemilikan dan pengelolaan asset kekayaan milik desa;
5. Meningkatkan kualitas data desa;
6. Optimalisasi pelaksanaan konsultasi publik   dalam rancangan kebijakan;
7. Meningkatkan  Siskamling serta peran Bhabinkamtibmas & Babinsa;
8. Menjalankan tatanan dan sistim tata kelola Pemerintahan Desa berdasarkan amanat Undang-Undang yang menjujung tinggi profesionalitas, efesiensi, efektifitas dan keterbukaan publik yang dapat dipertanggung jawabkan.
9. Mendorong peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengedepankan budaya musyawarah dengan lembaga-lembaga di desa dan partisipasi seluruh masyarakat Desa.
10. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai unsur demi terciptanya pemerintahan yang Akuntable.
11. Menjalankan kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, kelompok-kelompok profesi lainnnya serta fakir miskin, orang tua jompo, lansia, yatim piatu dan kaum disabilitas.
12. Menjalankan kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah Desa yang mempunyai dampak internal secara langsung kepada masyarakat.
13. Menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
14. Menjalin Hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa maupun Pihak Swasta.
Misi 3:	Pembangunan sarana dan prasarana Desa yang menjadi kebutuhan dasar baik dalam pelayanan public maupun yang dapat dirasakan dan dinikmati langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat di desa.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan memaksimalkan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, sarana olahraga, gedung serba guna, Pos pengamanan terpadu, pertanian/peternak dan lain sebagainya berdasarkan kewengan berskala local Desa.
2. Pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih berskala Desa;
3. Pembangunan sarana transportasi antar wilayah dalam pemukiman dan akses transportasi ke wilayah pertanian;
4. Mendorong dan melaksanakan pembangunan infrastruktur Irigasi untuk keperluan pertanian
5. Melaksanakan dan memaksimalkan pembangunan berbasis RT dan kewilayahan.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan pertanian
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan hutan yang berwawasan lingkungan 
Misi 5:	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana  umum.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum baik yang telah ada mapun yang akan di lanjutkan.
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan anggaran bagi pembangunan rumah ibadah  
3. Meningkatkan kualitas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat sesuai dengan prakarsa atau usulan yang bersifat mendesak
Misi 6:	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya  saing berbasis potensi lokal.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan peyertaan modal kepada BUMDES.
2. Meningkatkan Sumber Daya manusia tentang pertanian.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia tentang peternakan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian
Misi 7: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesempatan kerja bagi kaum perempuan baik melalui program kelembagaan formal maupun melalui kelompok-kelompok wanita kreatif/KWT.
2. Mendorong dan memfasilitasi kesempatan kerja bagi kaum muda.
3. Meningkatkan pelatihan–pelatihan bagi kelompok profesi dan kelompok masyarakat lainnya di desa.
4. Menempatkan peran lembaga kemasyarakatan dan peran pemuda dalam  kebijakan desa
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses dan pelaksanan pembangunan desa
6. Mendorong dan memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, mulai dari tingkat sekolah Dasar hingga SLTP/MTS.
7. Pengembangan adat, tradisi, seni dan budaya masyarakat berdasarkan hak asal usul
8. Menjamin penanggulanag terjadinya stunting/gizi buruk.
9. Mendorong peningkatan anggaran belanja pendidikan non formal ( Paud dan TK )
10. Mendorong peningkatan anggaran untuk hukum masjid dan guru ngaji
11. Mendorong peningkatan anggaran Lembaga Kemasyarakatan seprti LPM, PKK, Karang Taruna dan kelompok-kelompok lintas sektoral lainnya di desa.
12. Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha terhadap UMKM  seperti pedagang bakulan, perbengkelan, pertukangan, dan usaha dagang lainnya.
13. Mendorong dan memfasilitasi pemberian asuransi usaha tani ternak.
14. Mendorong dan memfasilitasi Pemenuhan Tambahan Gizi (PMT) bagi anak balita
15. Mendorong dan memfasilitasi program Keluarga Berencan (KB)
16. Mendorong dan memfasilitasi pemiliharaan dan pengelolaan air bersih secara menyeluruh di desa.
Misi 8: Menjadikan Desa wisata Berbasis Masyarakat
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Medorong pengelolaan dan pemanfaatan  sumber daya alam sebagai modal wisata desa
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wisata desa 
3. Meningkatkan pelestarian budaya local
4. Menjadikan masyarakat sebagai subyek wisata desa 
Misi 9: Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sandang-papan dan pangan.
Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Mempasilitasi masyarakat desa dalam mendapatkan dan memperoleh kebutuhan bahan pokok untuk menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari selama 6 Tahun.
2. Mempasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terhadap pembangunan rumah yang tidak layak huni, dan
3. Mendorong program penyediaan sandang bagi masyarakat miskin, mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMU, serta penyandang disabilitas.

2. Arah Kebijakan Desa
Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Penerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa :

1. Penyelenggaraan  kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APBD.
2. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana yang dimasud ayat (1) selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah. 
3. Penyelenggaraan kewengan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian Anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Penyelengaaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal tersebut diatas menunjukan bahwa kewengan desa bukan hanya bertolak ukur terhadap pengelolaan sumber pendapatan yang ada, namun pemerintah juga telah secara jelas memberikan ruang seluas-luasnya kepada desa untuk mendapatkan pengelolaan program yang lainnya selama orientasinya untuk kepentingan masyarakat seutuhnya.   












PENUTUP

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum pernah didapatkan desa sebelumnya. Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan adanya kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dimiliki oleh desa, baik pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, maka hal itu bisa dengan mudah merealisasikan salah satu Nawacita Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika.

Maka untuk itu, dengan berakhirnya pembacaan  VISI dan MISI ini, diharapkan kepada masyarakat untuk menilai gagasan – gagasan kami secara komprehensip, karena kami yakin tidak ada manusia yang sempurna melainkan hanya Allah SWT-Lah pemilik kesempurnaan itu. Namun di lain hal kita harus berpikir secara total, bahwa kemaren adalah pengalaman buat kita semua yang tentunya kita rasakan kenyataannya hari ini, dan untuk  hari besok jangan dibiarkan menjadi hayalan yang semu.
Seperti hadist yang mengatakan bahwa, apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, tanda-tanda orang beruntung, dan Hari ini sama dengan hari kemarin, tanda-tanda orang yang rugi namun apabila hari ini lebih buruk dari hari kemaren tanda-tanda orang yang terlaknat.



Billah’ hitaufik walhidayah
Wassalamualaikum; Wr. Wb


Talonang Baru, 14 Oktober 2019

 TTD
BUDI HARYO. SP
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